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5« Undang-undang Nomor 14 Tehun 1992 tentang Lalu
Iintos den Angkutan Jalan ( Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tamboh

- an Dembaoron Negara Republik Indonesic - Nomor
3480 ) Jo Undong-undemng Nomor 22 Tohun 1992
tentang Penetopan Peraturan Pemerintch  Peng-
gantl Undong-undong tentang Pepnangguhon Malal
berlakunya Undang-undong Nomor 14 Tohun 1992
tentong lalu Lintas dan Angkuton Jalan —— ge-
bagol ang-undang { Lemboran Negoro Republik
Indoneslic Tobun 1992 Nomor 99, Tambohan Lembox
an Negoaro Republik Indonesia Nomor 3494 ) 3

6+ Peraturcn Pemerintash Republik Indonesic Nomor
22 Tehun 1990 tentang Penyerchan Sebagion Urug
an Pemerintahan dalam Bildeng Lelu Lintas dan
- Angkutan Jalan kepadn Daerah Tingkat I dan
. Daerah Tingkat II { Lemboran Negara  Republik -
Indonegia Tahun 1990 Nomor 26, Tombohon bar
an Negoro Republik Indonesia Fomor 3410 ) 3

1. Keputuson Menteri Dalam Nogerd Nomor 362 Tohun
- 1977 tentang Pola Organlsasi Pemerintah Dgersh
dan Wileyeh ; |

8. Keputusan Bergamea Menteri Perhubungan - dan
Menteri Dslam Negeri Nomor P
' 1990

‘ o 9
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomoxr
22 Tebun 1990 tentang Penyershan Sebegian Urug
an’ Pp%exinﬁahan dalam Bideng Lalu Lintas den
Angkuten Jalan kepada Daerah Tingkat Y dan
Daerah Tingkat II g T

9+ Keputugan Menteri Dalam Negeri Republik Indo-
negie Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedomasn Orgg
nigasi Dinasg Daerah -

10+ Keputusan Menterl Delam Negeri Republik Indo~
nesla Nomor 61 Tshun 1993 tentang Podoman Orgg
niaagd den Tata Kerja Dinas Lelu Lintas dan
Anglutan Jalan Daerah Tingkat I dan Daersh
Tingkat II ; .

11s. Ingtruksi Menterl Dalam Negeri Nomor 23 Tahun

' 1993 tentang Petunjuk Pelaksansaen = Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Deereh Tingkat I =  dan
Dinag Daersh Tingkat II,

Dengen pér-sétujuan Dewan Perwskilan Rekyat Daerah
Propinsi Dadérsh Tingkat I Nusa Tenggara Timur,

MEMUTUSEAN

‘Menetapkan 3 PERATURAN DAERAH PROPINSI DLERLH PINGKAT I NUSA
B TENGGLRA TIMUR TENTLNG PEMBENTUKAN ORGLNISLSI DAN
- TLTA XERJL DINLS LALU LINTLS DAN LNGKUTAN JLLLN

PROPINSY DLERLH TINGKAT ‘I NUSL TENGGLRA TIMUR,

re ) ’ - . BLB I ....’l......




9¢ Undang-undang Nomor 14 Tehun 1992 tentang Lelu
Iintos den Angkutan Jalan ( Lembaren Negarn
Republik Indonesia Tehun 1992 Nomor 49, Tambch
an Iemboren Negerao Republik Indonesic - NomoT
3480 ) Jo Undong-undang Komor 22 Toahun 1992
tentang Penetopan Peraturan Pemerintaoh  Peng=-
gonti Undong-undeng tentang Penangguhon Mulal
berlokunyn Undang-undong Nomor 14 Tohun 1992
tentong Lalu Lintas dan Angkuton Jalan ge=-
begod Undang-undang ( Lemboran Negore Republik
Indonegia Tohun 1992 Nomor 99, Tambchon Lembar
an Negarao Republik Indonesia Nomor 3494 ) ;

6+ Peraturon Pemerinteh Republik Indonesic Nomor

- 22 Tehun 1990 tentang Penyerahen Sebogion Urug

an Pemerintnhon dalam Bideng Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkot I dan

 Daerah Tingkat II ( Lembaran Negora Reitéglik :
Wil

Indoneslc Tahur 1990 Nomor 26, Tombohon
an Negora Republik Indonesia Nomor 3410 ) 3

' 7. Keputugon Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun
1977 tenteng Pola Organisasl Pemerintah Daerah
- dan Wilayah ; -

B. Kepu_tﬁsa.n Bergama Menteri Perhubungan - dan
T

‘Menteri Delam Negeri Nomor W
X 95 ¥ 1990

tentang Peluksanaan Peraturan Pemerintah Nomoxr
22 Tebun 1990 tentang Penyershan Sebegian Urug
an ?B?Im_tqhan dalam Bideng Lalu Lintas den
Angtuten Jalan kepada Daersh Tingkat I dan

Daerah Tingkat II 3 ' ' -

9. Keputusan Menteri Dalam Negerl Republik Indo-
nesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Orgg
nigagl Dinas Daerah 3

10s Eeputusen Menteri Dalam Negeri Republik Indo~
nesle Nomor €1 Talun 1993 tentang Pedoman Orgg
- niaagl dan Tata Kerja Dinas Lelu Lintas den
tan Jalan Daerah Tingket I dan Daersh
Tingkat IT ;

11e Ingtruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
‘ 1993 tentang Petunjuk Pelaksensan = Organisasi
dan Tata Korja Dinas Deerah Tingkat I dan

Dinag Deerah Tingkat 1I,

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rekyat Daerah
Propinsi Daérah Tingkat I Nusa Tenggarae Timur,

MEMUTUSEKARN

Menetepkan : PERATURAN DAFRLH PROPINSI DLERLH TINGEAT I NUSA
| ~ TRNGGARA TIMUR TENTLNG PEMBENTUKAN ORGLNISALSI DAN
- P4TA KERJL DINAS LALU LINTLS DAN LNGKUTAN JLLLN

PROPINSI DLERLE TINGKAT T NUSL TENGGLRL TIMUR.
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Pagal 1

Dalam Peraturan Daerah inl yang dimaksud dengan 3

8.
be
Ce
de

R
fe
2.

.

i.
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K.

Ed

O 3

gggrah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggarn
ar

Pomerintah Daerah adalsh Pemerintah Propinsi Daerah
Tingkat I Nusa Tenggara Timur 3

Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah
Tingkat T Wusa Tenggara Timur 3

Dinas adslah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

‘Propinsi Dzerah Tingkat I Nusz Tenggara Timur -

Kepala Dinas adalah Xepala Dinas Lalu Lintas den Ange

" kutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggare

Timur ;

Daerah Tingkat IY adalah Kabupaten Daerah Tingkat IT
di Propinsl Daerah Tingkat I-®usa Tenggers Timur ;

Angkutan adalah keglatan pemindahan orang dan atal
barang darl suatu tempat ke tempat 1ain dengan meng—
gunakan sarana tertentu ;

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraa.n, orang dan
hewan di jalan ; -

Jhlan adalah suatu pras_ara B perhubungan darat dalaii
bentuk apapun, meliputi sebaglan jalan termasuk ba-
ngunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan
bagl lalu lintas ; .

Kendarean Dermotor adalah setiap kendarean yapng di=
gerakkan oleh peralatan teknik yang ada pades kendara-
an.ith dan blasanya -digunakan untuk.pengangkutan .
orang dan atau barang 41 jalan selain dari kendaraan
yang berjalan diatas rel ;

Kendaraan Tidak Dermotor s.dalah kendamn yang d:!.-
gerekkan bukan oleh peralatan teknik yang ada padﬁ
kendarsan itu termasuk kendaraan yang digerekkan = tee
naga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkap.
ah, pengangkutan orang dan atai barang

BAD IT

::MENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pagal 2

(1) Dipan dibentuk dengan berlakum'a Peraturan Daerah ini 3

(2) Dinas mdalah unsur pelaksana Pemerintah Dasreh d:l bidang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalsan 5

(3) Dinas dipimpin oleh seoreng Kepala Dinss yeng berada ads
" bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Ke-

- pala Da.erah. :

Pﬁﬂ&; a -oo-oooa



Pasal 3
" Dinas mempunyai tugas pokok :

a, meleksanakan sebaglan urusan rumah tangga Daerah ai bidang.-
- Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

b. melaksanakan tugas pembantuan di bldang Lalu Lintas  dan
. Angkutan Jalan. '

Pasal U

Untuk melaksanskan tuges pokok sebagaimana tersebut -dalam
pasal 3 Peraturan Daerah inl, Dinas mempunyai fungsi : = -

a. pelaksanaan pembinsan umum berdasarkan kebljaksanaan yang
ditetapkan oleh Menterl Dalam Negerl j

b. pelaksanaan pembinean teknis berdasarksan kebﬂ.;}aksanaan
yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan ; .

Ce pelaksansen pembinaan operasional sesuai - ke’bijaksanaé.n
yeng ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah,

BAD III
SUSUNAN ORGANTISASY

Pasal 5

‘Susunan Organisasl Dinas terdiri .dari 3
2« Kepala Dinas ;

be. Baglan Tata Usaha ;
Cs Sub Dinas Lalu Lin'l,a.s ;

de 8Sub Dinas Angkutan ;

8. Sub Dinas Teknls Barana

f. Onit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
g« Kelompok Jabatan Pungsional.

Tasal 6

'Dag:lan Tata Usaha mempunyal tugas :

8. melakukan koordinasi penyusunen program kerja Dinas, penga
lolaan urasan keuangan, kepegawalan, rumah tangge, pPeYe=
lengkKapan, hubungan masyarskat, surat menyurat dinas,
protokcl serta pembdatan laporan Dinas ; -

be melaksanskan tugas Kedinasan lain yang diberikan oleh Kew
~ pala D:!.na.s.

Pasal 7

Untuk menyélenggarakan tugas tersebut pada pasal 6 Peraturan
Daerah inl, Dagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a, pelaksanaan koordinasi penyusunsn program Dinas, pengumpul
an dan pengelola.an data serta pe]_apom H

".:.'! sescsnnbeen
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-be Penyiapan bahan pengélolsan urusen keuangan $

c. Penyiapan bahan pengelolsan urusen kepegawaian ;

d. pengurusan surat menyuret, kearsipen, hubu.ngan masyarakat,

pongzondaon don expedisi s
@s pengeloloan urusen umum dan perlengkapan.

Pasal 8
Ba;gian Tata Ugahe terdiri dari

e ian Program ;
De Sub agian Xeuangen i
c. Sub Bagien Kepegawaian dan Umum,

Pasal 9

(1) Sub Bagian Program mempunyai tugas mengkoordinasikan pe-
nyusunan program kerjo dinas, pengumpulan dan pengolahan
- da®a gerta pembuatan laporan

(2) sub Bagian Keuangan mempunyai tuges melakuken pengelola-
an dan pertanggungjowabon keuwangan ;

{3) Bub Bagian Kepegawnlen dan Umum mempunyal %ugns meleku -
kan pengelolsen kepegawaian, pengelclaan uruson rumah
tangga, perlengkspan, st:l:m.t menyurat, hubungan masyare =
kat dan protokol.

Pagal 10

Sub Dinas Lalu Lintas mempunysdl tugas H

B menyiapkan pembinsen managemen& dan Tokoayass lalu lintus
di jalan Propinsi, kecuali jalan Propinsi yang berada di
Ibu Kota Kabupaten don dalam wilayah Kotamedya serta bim
bingan keselamaten dan penertiban dibideng lalu lintas, -
anelisls daersh rawan kecelskaan lalu lintas dan penyu -
nan program penanggulangen kecelekaan lalu lintas sgesuai
dengan ketentuan perundang-undangen yong berlaku

b. melaksancken tugas kedinasan lain yang diberikon oleh Ke-
pale Dinas,

Pagal— 11

Untuk menyele eraken tui tersebut pads pasal 10 Peratur-
an Daexah ini, b Dinos Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- 0. penylapan perencanasn, pengaturan, pengawasan don pengen-
dalian lalu lintaos di Jalan Propinsi, kecuali jalan Pro -
pinsi yang berada di Ibu Kota Kabupaten/Wilaych Kotamedya;

be genyiapan erencanaan kebutuhan, pemgadosn, penempatan
on pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan
alat pemberi isyarat lelu lintas di jelan Iropinsd ;

. ¢s penylepan bimbingan keselsmatan dan penertiban di bidang

: lalu lintas, ahalisis daerah rawan kecelakeaan lalu lintas
dan menylapken program penanggulangan kecelekaon lalu lip
ias sesuai dergan ketentuan peroturan pemmdang-undangan

yang berlnku.
Pg&l I2o Peneoss
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Pasal 12

'Sub'Dinas Liﬂ.u Lintas terdiri dari s

a. Seks! Management Lalu Lintas ;
be Seksl Rekayasa Laln Lintas 3

ce Seksl Bimbingan Keselematan dan Ketertiban,

M

2y

Pasal 13

Seksi Management Lalu Lintas mempunyel tugas ¢+ -

a, menyiapkan perencarasan, pengaturan, pengawvasan dan
pengendalian lalu lintas di Jalan j -

b. melakukan pemantauen dan penilaian atas. tingka'b pela~
yanan jaringan jalan Propinsi maging-masing ~melYputl

- volume lalu lintas harian, tingkat kecepatan rata-rata,

. kecepatan minimum dan maksimum ; -

c. melakukan penilalan atas pelaksanaan ketentuan laln .
1lintas di jalan Propinsi, meliputi penetapan kecepateh

meksimum, penetapan larangan penggunaen jalan, penge -
aturan sirkulasi arus lalu lintas, pem'ba ssn pengg‘mé.
an Jen'is kendaraan tertentn -

d. menyiapksn usulan penyempurnaan dan atau perubahan ke..-- |
tentuan-ketentuan tersebut pada butir c ; -

e, melakukan penilaian dan usulan atas permohonan izdm
menjalanian kendaraan bermotor dengan pemasangan kere-
ta gandengan lebih darl satu termasult kerete tempelan
sepanjang meliputi beberapa daerah ™Mngkat TT,

Seksi Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas ¢ - -

a, melakukan inventarisasl keadaan jaringan Jalan Propin—
si dan pec.lengkapen ;

| ~ be melakukan inventarisasl kebutuhan rambu-rembu la'lu.

- 1intas, merka jalan dan alat pemberi isyerat . lalu_
lintas 3

Cc. menyusun progrem kebntuhan rembu-rembu - Jalu 1intas,

(3) 8eksi Bimbingan Keselamatsn dan Ketertiban, mempunyai

tugas 1

- marka jalan dan alat pemberd isyaret 1alu linteas i

d, melakuken pengadaan, penempatan dan pemeliharasn rembu
- rapbu laln lintas, marka ;jalan dan alat pembe
- dsyarat lalu lintas. .

8. menylapkan usulan program bimbingan keselamatan ~ dafi
ketertiban dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ke-
pada masyarakat ;

b. melakukan pemantauan dan penilaian atas peri laku dan
latar belakang sosial masyarakat dalam berlalu lintas;

c. melakukan analisis terhadap daerah’ rawan kecelakaan
lalu lintas dan program penanggulangamm - I '

de melakukan pemerilksaan kenda-2an bermotor dijalan dan
_dan penyidikan,

I‘as&l 11"' Sseee
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- Pasal 1h
8ub Dinas Angkutan mempunyai tugas i ' -
» menyiapkan pembinean management angkuthn anglatan
e’k Tatau

berang dan mﬁu—t&n khusus untuk jaringan tray
lintes anta erah Tingkat IT yang selurulmys berads
di dalam Daereh ;

‘b, melaksanakan tugss kedinasan lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas, _ _

Pasal 15

-

Untuk menyelenggghrekan tugas tersebut pada pasal 11+ Per—
aturan Daerah ini, Sub Dinas Angkutan mempunyai fungsi : ..

-

a. penyiapan pemberian bimbingan, pemberian izin pemgan%a
kutan orang dan pengawasan pemrelenggaraan pengangkutan

- orang 3
be ﬁenﬁ.apan pemberian bimbingan, pemberian 1zin : -
utan orang dan atau berang tertentu yang bersifat kxhu-

sus sesuail dengan ketentuan peraturen perundang-unda.ngan
yang berlaku,

Pasal 16

8ub Dinax Angkutan terdirt dari

a, Seksi Angkutan Orang 3
" be Seksd Angkuten Darang ;
Ce Seksi Angkutan Khusus,

Pasal 17

(1) Beksi Angkutan Orang, unyai tugas 1
| a. menyusun prekirean kebutuhan/permintaan  angkutan ,
oghng dengan kendaraan umum antar kota di dalam Da
e H
be menyusun usulan rencahs jaringan tréyek angkutan
:n‘brir kota di dalam Daerah untuk diajukan pada Men-
_ erl § :
¢. melakuken penilaian atas permohonan 1zin operasi
angkutan dalam jaringan trayek dan tidsk dalam
- treyek serta usulan pemberian/penclakan 1zin ; -
de melakukan perdlalan pelaksensan i1zin operasi dan
© analisa penyelenggaraaw angkutan anter kota dalam o
Daerah 3
9. menylapkan bahan hi.mbingan kepenguaalnan angkutan
orang 3
f. melakukan analisa parkem’bangan biaya pengangkutan
orang dengan kendamn umum 3

e menYlsPyan bahen untuk penetapan tarif penzangkut-
an orang dengan kendarean ugum sepanjang tidak di-
tetapken tarif berdasarkan peraturan perundang -

umdsngan yang berlakn s  be menyiapken ....
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h. mmiapkan usulan perubahan tarif b:lla. diperlukan.

: ('2) Seksi Angkutan Barang mempunyai tugas t

a. menyusun prakiraan kebutuhan/pemintaan anﬁ:utan barang
- dengan kendaraan umum antar kota di dalam lVserah § -

be melakukan pemantausn penyelenggaraa.n angkutan  bareng
dengan kendaraan umum 3

Co '.mergrj_apkan bahan bimbingan kepengusaha.an angkutan "ba:
rang -

d. melakukan analisls perkembangan. blaya pengangkutan ba-
rang dengan kendaraan umum §

e. melakuken penyiapan bahan untuk penetapan tarif angkut-
an barang.

(3) Seksi Angkutan Khusus mempunyal tugas s

8. menyusun prakiraan kebutuhan/permintaan angkutan orang -
dan atau barang tertentu yang bersifat khusus dengan
kendaradn umum antar Daerah Tingkat IT 3

be menyusin usulan rencana Jjaringan trayek angkutan khusus
antar Daerah Tingkat II

‘¢¢ melakukan penilaian atas pemohonan 1zin operasi angkuj;,
an khusus antar Daerah Tingkat IT §

d. melakukan penilaian atas permohoran izin .ogarasi dan'.
_ m:g‘.s% %c-émrelengge -TEn ahgkutan khusus a Daera.h
a

e, menylapkan bahan b:lmbingan kepengusalman orang dan atau
barang tertentu yang bersifat khusus ;

f. melakukan analisa perkembangan blaya pengangkutan orang
dan atau bareng tertentu yang bersifat khusus ;3

g+ menyiapkan bahan untuk penetapan tarif pengangkutan
orang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus,

Tasal 18

Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai tugas : .

a, melaksanskan Inventarisasi kendaraan tidsk bermobor, MO
‘nylapkan bahan penyusunan peraturan umum kendarean tidak
bermotor, inventarisasl kendarsan wajid ujl, pemantauan dan
penilaian terhddap penyelenggaraan pengujian kendaraan
tidek bermotor, menyiapkan behan arehan dan bimbingan, bew
han pengendalian kelaikan savena uji, pemantauan pengopera-~
sian sarana uji dan analisa serta penilaian terhadap opers-
sional sarana uji

be melaksanakan tugas kedinasan lain yeng diberikan oleh Kepaw
la Dinas.

Pasal 12 ssnsssaa
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Pasal | 19

Untuk menjrelenggamkan tugas tersebut pada pasal 18 Peraturan
Daerah ini, Sub Dinas Teknik Sarana mempunyai fungsi 3

a. penylapan inventarisasi kendaraan tidak bermotor dan p
apan bahan penyusunan peraturan umum kendnraan tidak 'be.r-
motor § . -

b, penyiapan inventarisasl kendaraan bermotor vajib ujs, pe=-
nyiapan bimbingan pengelolaan unit pengujian kendarean bep
motor, serta pemantaman dan penilaian terhadap pemrelenggg
raan pengujlan kendaraan bermotor

¢. penylapan bahan pengendalian kelaikan sarana ujl kendaraan
bermotor, pemantauan analisa dan penilalan terhadap peng-
operasian sarana uji kendaraan bermotor,

Pasal 20

Sub Dinas Teknik Sarana terdiri dari 1@

a, Seksi Kendaraan ;
be Seksi Pengujlan ;
Ce Seksi Akreditagi dcm Scxana Ujls

Pagal 21

(1) Beksi Kendaraan mempunyal tugas ¢
a, melzkukan inventarisasi kendaraan tidak bermotor 3 -
b. menylapkan bahan penyusunan peraturan umum kendaraan
: tidak bermotor,

(2) Seksi Pengujian mempunyai tugas :
2. melakukan inventarisasi kendarean bermotor wajib u;]:l 3

b. melakukan pemantauan dan penilaian terhadap penyeleng-
garaan unit pengujlan kenderean bermotor —

¢. menylapkan arahan dan bimbingan terhadap unit pengu;]:l.-
- an kendaraan bermotor dan pengu;]i.
(3) Seksi Akreditasl dan Sarana Uji mempu.nyai tugas

a, menylapkan bahan pengenda.lian kela-:!kan sarans ujl ken-
daraan bermotor ;

b, melakukan pemantauvan pengoperasian sarana uj4 kendare-
an bermotor

c¢. melakukan analisis dan penilaian terhadap operesional
sarard pengujian kendaraan bermotor

Pasal 22
(1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksame tek“

nis Dinas yang mempunyal tugas melaksaraken sebagian tu-
gas Dings d1 bidang pengujian kendaraan bermotor.

Sal giﬁ .éooo-ooloooo _



IR T

- 10 -

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seoreng Kepals
~ Unit Pelaksapa Teknis Dinas yang berada di bvawah dan bep
tanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas, _

Pasel 23

Unit Pelaksara Teknis Dinas edalah unsur penunjang Dina’s
yang akan dlatur leblh lanjut berdasarken pedomen yang di-
- tetapkan oleh Menterl Dalam Negeri.

Pasal 24 ]
Kelompok Jabatan Fungsioral mempunyai tugas melsksanakan ke~
giatan teknis lalu lintas dan angkuten jalan sesus4 bidang
keahlian dan kebutuhan, . '

" Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsionmal terdiri dari sejumlah termgs
dalam jenjang fungsional yang dipimpin oleh seorang te=
naga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang bersda
A4l bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinss dan
atau Kepala Unit Pelaksara Teknis Dimas,

(2) Jumlah Jabetan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat,
Jenis dan beban kerja.

(3) Pembimsan terhadasp tenaga rlmgliomi dilsksamakan sesuail
dengan pereturan perundang-undangan yang berlaku,

BAB IV
TATA KERJR
Pagal 26

(1) Dalap melaksanakan tugasnye Dinas, Unit Pelaksans Teknis
~ Dimas, Kelompuk Jabatan Fungsiomal wajib melaksargian ko
ordirgsi, integrasi dan sinkrontsasi haik dalsnm ling‘kunf
an masing-masing matpunr antar satusn organisasf sesua
dengan tugas masing-masing.

(2) Delam melaksanskan tugasnya Dipas wajib menyelenggarelah
koordinasl secare fungsionzl dengan care yang sebaik -
tﬁ.ﬂm. . . '

Pasal 27

Dagan Struktur Organisasi dan Tata Kerje Dimas adalah sebe
gaimare terlampir delam Pereturan Daerah inl yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Pereturen Deersah ini,

M sssesaessanse



 Pasel 28 _

(1) Kepala Diras melaksanakhi tughsnys berdhsarian kebijsksane-
' an yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Deerehs :

(2) Kepala Dimas berkewajiban memberikan pertunjuk, membina, &
: rmembimbing dan mengawWasi pekerjaah unsur-unSur pembantu den
. pelaksana yang berada di dalam lingkungan Dinasrya.

.~ - Pasal 29 ‘ . Y
(1) Dajem hal Kepala Dinss berhalangsn dalam waktu tertentu Ke-

. pala Dagian Tata Usaha Dinas melsksanskan tugas Kepala
: Dinas
: v - . -

"(25 Dalam hal Kepala Dinss dan Kepela Dagian Tata Usaba  Dber-
_ halangan, salah satu Kepala Sub Dinas daitunjuk oleh Kepa.{;
Dinas untuk melaksansken tugas Kepala Dinas. ‘

_ : : Pasal 30 _.
-Setiap rmﬁm Satuan Organisasi dalam 1ingmn§.pn' Dinas Waj:us
mengawasl bewehennya masing-masing dan bila terjadl penyimpange

_an agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, |

Pasal 31

Kepala DBaglan Tata Useha Dinas sehari-hari disebut Sekretards
Diﬂas. -

BABDB v
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

| Pasal 32 ) . ] _
- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Ke-

_ pala Daereh setelsh mendapat persetujusn dari Menteri Delam
Negeri, dengan mendapat pertimbangan dari Menteri Perhuburg
ane

(2) Kepaici Unlt Pelaksange Teknis Dinag diangkat dan diberhenti-
“kan clieh Gubernur Kepala Daereh atas usul Kepals Dinas,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

‘Pasgal 33 o
Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturen Daerah ini
akan ditetapkan lebih lanjut dengin Keputussn Gubernur Kepala
Daerah sepanjang mengenal pelaksanaarmya.

hsal > ssssses
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ankrnnan ntzann'rnopxusx naxaan TINGKAT I
WUSA TEWGGARA TIMUR

NOMDR' 10 TAHGR 1993
rznmanu |

| PEMERNTUKAN ORGANTSAST DAN TATA KERJA DIWAS LALU :.rms

_".

'Lintas fen.

m:u,&mtmn JALAN PROPTNST DAERAH TINGKAT I
: mmmmmm

PENJELAGAN UMUM, | oL -
| Dalwa dalem rangke menunjang pelaksanaan tugas ~ tugas -
Pemerintaban d1 bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang

telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesusi Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Talun 1990 tentang Penyerahan Se‘bagian

- Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan _
Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Deerah Tingkat 'IIi mka

dipandang perlu membentuk Dinas Lalu Lintas dan
Jalan Pmpinsi Daerah Tingkat I nusa Tenggare Timir,

: b.z‘knn Surat Kawat Menteri Dalam Negerl Nomor
061 1/1 ?J‘ tanggel 15 Juni 19971 maka dj.bentuk Dinas Lalu
L g’can Jalqc.an Eroping&behaerah Da. . mmés& -
enggara Tigu:r engan Keputusan ere.
kat I 'Nusa lenggare Timur Nomor 182 e’8‘91 tensang -
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dim.s Lalu Lintas dsf -
Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tngkat I Nusz Tenggere ,T1-
mar yang berlaku secara lokal sambil menunggu pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Dengan diteta utusan Menteri Dalam Negﬂ.
Romor 61 Tahun 199 ten an?gedomn Organisass dan

ngkutan'.

'Kerja Dines Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daereh Tingkat I

dan Daerah T:I.nﬁk at IT maka dipandang perlu menstapksn PYerw

-, aturan Daerah Propinsi Deerah Tingkat I Rusa Tengmm Tiouyr

-tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Laln

Lintas dan Angkutan Jalan Propinst Deerah Tingkat T ~ Nusa

' Tenggara. Timur.

PNJEBABAN I’ASkL DEMI PASAL.
‘Pasal ] sampel dengan 10 : cukup jelas
. Fasal 11 Suba : cukup jelas
11 8ub b ' -t - Rambuerambua lalu lini:as ada.-

~ 1ah suatu alat perlengkapan

Jalan dalam bentuk "tertentu

yang memuat lamba huruf’;

22 BT

duan dian yang di-
mny;ém

Jarangan, perin—
tah dan peiunjuk bagi  pe-
makai jalsn,

*w.a.
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- Xasal 12
Pasal 13

8ud ¢

-

(3)

butir a

Pasal 1k

Easal 15
B dan-

15

Pasal 16
Pasal 34

Sub a
Sub b

sub ¢ -

sampal
dengan

- Harka Jalan adalah suatu tands yang berada
dipermukaan atau diatas permukaan jalan
yang meliputi peralatan atau tanda yang
membentuk garis membujur, garis melintang
garis serong serts lambang lainnya = yang
berfungsi untuk mengarahkan arus lalu line
tas dan daerah kepentingan lalu 11ntas.

- Alat pemberi igyarat lalu lintas  adalah

peralatan teknis berupa isyaret lampu. yeng

dapat dllengkapl dengan bunyl untuk- meme

berl. perlﬂi?gatatan atan mengatgir lalu lintas

orang dan/atau kendaraan - persimpangan

g:}:::ﬁlangan sebidang ataupun pada a:.-u.;
Ne

ﬁﬁkup Jelas
cukup Jelas

Penyldikan adalah serangkaian kegiata.n yang
dilskukan oleh penyidik pegawal negeri sipil
yang lingkup tugas dan tanggung jawadnyz me-
liputi pembinaan dibidang lalu 1intas dan
angkttan jalan yang diberi wewenang khusus
sebagal penyidik sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 . tentang
Hukum Acara Pidana, untuk melakukan pemid.ﬂg
an tindak pidana’ d:!.bida.ng lalu l4ntas
angkutan jalan.

cukup jelas

cukup Jelas

-~ Kendarean bermotor yang dirancang dan di-
gunakan secara khusus untuk angkutan oreng
adalah kendarean kKhusus jenls caravan, kep
daraan Khusts untuk mengangkut mre.pidam,
ambulans dan lain sebagainya. -

= Kendaraan bermotor yang dirancang dan di-

gunakan secarsa khusus ‘uatuk angkutan ba=
rang ;da:é:h kendaraan gge:égangkut %et%a hge-
m2s, kendaraan pengangkut dbahap ber ya
dan beracun, mobil pemadam kebagaran, fork
-11ft, mobil pencampur beton, kendaraan bel
motor untuk menjajakan barang, dan lain
sebagainya.

cukup Jelas,



